SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 112 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan tempat pemakaman umum
milik Pemerintah Daerah, perlu melakukan penyesuaian
terhadap Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
penyediaan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3350);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6652) sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14/PRT/M /2018 tentang  Pencegahan  dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 785);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

11.

12.

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021
Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 112 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 112 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 112) diubah sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai

tugas pokok merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis perencanaan penggunaan, pemanfaatan dan
pengusahaan hak atas tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

a.

b.

perumusan kebijakan teknis perencanaan penggunaan, pemanfaatan dan
pengusahaan hak atas tanah;

pelaksanaan perencanaan penggunaan, pemanfaatan dan pengusahaan hak
atas tanah;

. penyelenggaraan perencanaan penggunaan, pemanfaatan dan pengusahaan
hak atas tanah;



d. penyusunan bahan rekomendasi izin penggunaan, pemanfaatan dan
pengusahaan hak atas tanah;

e. monitoring, evaluasi, pelaporan, pengawasan dan pengendalian penggunaan,
pemanfaatan dan pengusahaan hak atas tanah;

f. pelaksanaan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang dimiliki
Pemerintah Daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:

a.

b.

merumuskan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Bidang
Pertanahan;

menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
dibidang pertanahan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Daerah;

mengumpulkan dan menginventarisasi data atau laporan tentang permasalahan
yang berkaitan dengan pertanahan;

. menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis bidang administrasi

pertanahan (ijin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan, sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti rugi
santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subyek dan obyek redistribusi
tanah dan lain-lain);

. Melakukan fasilitasi, inventarisasi, dan koordinasi untuk pemetaan atas tanah

milik Pemerintah Daerah dengan Perangkat daerah yang mengatur urusan
Barang milik Daerah.

Melaksanakan koordinasi dan Konsolidasi dengan PD, instansi dan pihak terkait
dalam hal pengadaan dan pemanfaatan tanah pemerintah daerah.

melaksanakan pendataan dan inventarisasi pemanfaatan tanah pemakaman
umum milik pemerintah daerah;

. melaksanakan pemutakhiran data pemanfaatan tanah pemakaman umum milik

pemerintah daerah setiap 2 (dua) tahun sekali;

melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, pengawasan dan pengendalian di
bidang pertanahan;

. menilai hasil kerja dan kinerja ASN yang berkedudukan di bawah dan menjadi

tanggung jawab Bidang pertanahan;

. membagi dan membimbing pelaksanaan tugas ASN yang berada di bawah dan

menjadi tanggung jawab bidang Pertanahan; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Oktober 2024

BUPATI PANDEGLANG,

cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

cap/ttd

ALI FAHMI SUMANTA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM




